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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak-hak istri dalam 

putusan cerai talak di Lampung Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah 

pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan yuridis empiris. 

Data diperoleh melalui studi kepustakaan, analisis putusan pengadilan agama, 

serta wawancara dengan hakim dan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa secara normatif perlindungan hak-hak istri telah diatur secara jelas dalam 

peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam, dan 

telah diakomodasi dalam amar putusan pengadilan. Namun demikian, dalam 

praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, antara lain ketidakkonsistenan 

dalam putusan, rendahnya besaran nafkah yang diberikan, serta lemahnya 

pelaksanaan putusan oleh pihak suami. Selain itu, faktor ekonomi, rendahnya 

kesadaran hukum, serta pengaruh budaya patriarki turut mempengaruhi tidak 

optimalnya pemenuhan hak-hak istri. 
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A. Pendahuluan 

Perkawinan dalam perspektif hukum di Indonesia tidak hanya dipandang 

sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita, tetapi juga 

sebagai institusi yang memiliki dimensi sosial, agama, dan hukum. Tujuan 

utama perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun demikian, dalam realitas kehidupan 

masyarakat, tidak semua perkawinan dapat dipertahankan sehingga perceraian 

menjadi jalan terakhir yang ditempuh oleh pasangan suami istri. 

Dalam sistem hukum Islam yang berlaku di Indonesia, perceraian 

dibedakan menjadi cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak merupakan 

perceraian yang diajukan oleh pihak suami kepada pengadilan agama untuk 

mendapatkan izin menjatuhkan talak kepada istrinya. Meskipun secara 

normatif perceraian merupakan hak suami, namun pelaksanaannya harus 

melalui mekanisme peradilan guna menjamin perlindungan hukum bagi kedua 

belah pihak, khususnya bagi istri yang secara sosial dan ekonomi seringkali 

berada dalam posisi yang lebih rentan. 

Perlindungan terhadap hak-hak istri dalam perkara cerai talak menjadi isu 

yang sangat penting dalam konteks penegakan hukum keluarga di Indonesia. 
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Hak-hak tersebut meliputi nafkah iddah, mut’ah, nafkah anak, serta pembagian 

harta bersama (gono-gini). Ketentuan mengenai hak-hak tersebut telah diatur 

dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) dan peraturan Mahkamah Agung. Secara normatif, aturan-aturan 

tersebut bertujuan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi 

perempuan pasca perceraian. 

Namun demikian, dalam praktiknya, perlindungan terhadap hak-hak istri 

belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Tidak jarang ditemukan bahwa 

hak-hak istri tidak dipenuhi secara layak oleh mantan suami, baik karena faktor 

ekonomi, kurangnya kesadaran hukum, maupun lemahnya mekanisme 

penegakan putusan pengadilan. Bahkan dalam beberapa kasus, putusan 

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi secara 

efektif, sehingga merugikan pihak istri. 

Lampung Utara sebagai salah satu wilayah di Provinsi Lampung 

menunjukkan dinamika perceraian yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. 

Tingginya angka perceraian, khususnya cerai talak, menjadi indikator penting 

untuk mengkaji sejauh mana efektivitas perlindungan hukum terhadap 

perempuan dalam sistem peradilan agama. Kondisi sosial ekonomi masyarakat, 

tingkat pendidikan, serta budaya lokal turut mempengaruhi bagaimana hak-hak 

istri dipahami dan diperjuangkan. 

Selain itu, terdapat kecenderungan bahwa sebagian perempuan tidak 

sepenuhnya menuntut hak-haknya setelah perceraian, baik karena 

ketidaktahuan terhadap hak yang dimiliki maupun tekanan sosial yang 

membuat mereka enggan berhadapan dengan proses hukum. Hal ini 

menunjukkan bahwa persoalan perlindungan hak istri tidak hanya berkaitan 

dengan aspek normatif hukum, tetapi juga aspek sosiologis dan kultural. 

Dari sudut pandang teori hukum, perlindungan hukum terhadap 

perempuan dalam perceraian merupakan bagian dari upaya mewujudkan 

keadilan substantif. Negara melalui lembaga peradilan memiliki tanggung 

jawab untuk memastikan bahwa setiap putusan tidak hanya bersifat formal, 

tetapi juga dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat nyata bagi pihak yang 

dilindungi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji tidak hanya bagaimana 

aturan hukum mengatur, tetapi juga bagaimana aturan tersebut 

diimplementasikan dalam praktik peradilan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk 

dilakukan guna menganalisis secara mendalam perlindungan hak-hak istri 

dalam putusan cerai talak di Lampung Utara. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kesenjangan antara 

norma hukum dan praktik di lapangan, serta mengidentifikasi faktor-faktor 

yang menjadi hambatan dalam pemenuhan hak-hak istri. 
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B. Metode penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan 

dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan 

melalui pengkajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, asas-

asas hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak istri 

dalam perceraian, khususnya cerai talak. Sementara itu, pendekatan yuridis 

empiris digunakan untuk melihat bagaimana ketentuan hukum tersebut 

diterapkan dalam praktik, khususnya dalam putusan Pengadilan Agama di 

Lampung Utara. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif-

analitis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara 

sistematis mengenai perlindungan hak-hak istri dalam putusan cerai talak, 

sedangkan analitis bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kesesuaian 

antara ketentuan hukum yang berlaku dengan implementasinya di lapangan. 

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Lampung 

Utara dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut memiliki tingkat perkara 

cerai talak yang cukup signifikan, sehingga relevan untuk dijadikan objek 

penelitian. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan 

data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui 

wawancara dengan hakim Pengadilan Agama, advokat atau praktisi hukum, 

serta pihak-pihak yang pernah terlibat dalam perkara cerai talak. Sementara itu, 

data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum 

primer seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, 

dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum 

dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi 

kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan 

dengan cara mengumpulkan dan mempelajari literatur yang relevan dengan 

topik penelitian. Wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber 

yang kompeten untuk memperoleh informasi yang mendalam. Selain itu, 

dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan putusan-putusan pengadilan 

agama yang berkaitan dengan perkara cerai talak untuk dianalisis. 

C. Hasil dan pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat dianalisis bahwa 

perlindungan hak-hak istri dalam putusan cerai talak di Lampung Utara secara 

normatif telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat, namun dalam 

implementasinya masih menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks. 

1. Pengaturan Hak-Hak Istri dalam Cerai Talak 

Dalam sistem hukum Islam yang berlaku di Indonesia, khususnya 

sebagaimana diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian 
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melalui cerai talak tidak hanya dipandang sebagai putusnya hubungan 

perkawinan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban 

suami terhadap istri dan anak. Oleh karena itu, hukum memberikan 

pengaturan yang jelas mengenai hak-hak istri pasca perceraian sebagai 

bentuk perlindungan terhadap pihak yang secara sosiologis cenderung 

berada dalam posisi yang lebih lemah. 

Hak-hak istri dalam cerai talak pada dasarnya meliputi nafkah iddah, 

mut’ah, nafkah anak, serta pembagian harta bersama. Keempat aspek ini 

merupakan bentuk tanggung jawab suami yang tetap melekat meskipun 

hubungan perkawinan telah berakhir. 

Pertama, nafkah iddah merupakan kewajiban suami untuk 

memberikan biaya hidup kepada mantan istri selama masa iddah, yaitu masa 

tunggu setelah perceraian. Tujuan dari nafkah iddah adalah untuk menjamin 

keberlangsungan hidup istri selama masa transisi pasca perceraian serta 

sebagai bentuk penghormatan terhadap ikatan perkawinan yang telah terjadi. 

Pemberian nafkah iddah juga mencerminkan prinsip keadilan dan 

perlindungan terhadap perempuan dalam hukum Islam. 

Kedua, mut’ah adalah pemberian dari suami kepada istri sebagai 

bentuk kompensasi atau penghibur (consolation gift) atas perceraian yang 

terjadi. Mut’ah dapat berupa uang atau barang yang nilainya disesuaikan 

dengan kemampuan suami. Dalam perspektif hukum, mut’ah memiliki 

makna simbolis sekaligus substantif, yaitu sebagai bentuk tanggung jawab 

moral dan material suami terhadap istri yang diceraikan. Pemberian mut’ah 

juga mencerminkan prinsip kepatutan dan kelayakan dalam menyelesaikan 

hubungan perkawinan. 

Ketiga, nafkah anak merupakan kewajiban yang tetap melekat pada 

suami sebagai ayah, meskipun perkawinan telah berakhir. Nafkah anak 

mencakup biaya pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup 

lainnya hingga anak mencapai usia dewasa atau mandiri. Dalam hal ini, 

hukum menegaskan bahwa kepentingan terbaik bagi anak (the best interest 

of the child) harus menjadi pertimbangan utama, sehingga perceraian tidak 

boleh mengabaikan hak-hak anak. 

Keempat, harta bersama (gono-gini) merupakan harta yang diperoleh 

selama masa perkawinan dan menjadi hak bersama suami dan istri. Dalam 

hal terjadi perceraian, harta bersama harus dibagi secara adil sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku. Pembagian ini bertujuan untuk menjamin 

bahwa istri tetap memperoleh hak ekonomi yang layak setelah berakhirnya 

perkawinan, terutama jika selama perkawinan istri turut berkontribusi, baik 

secara langsung maupun tidak langsung. 

Secara normatif, pengaturan mengenai hak-hak istri tersebut 

menunjukkan bahwa hukum telah memberikan perlindungan yang cukup 

komprehensif terhadap perempuan dalam kasus cerai talak. Ketentuan-
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ketentuan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga 

mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepatutan, dan perlindungan terhadap 

pihak yang rentan. Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi dari 

pengaturan tersebut sangat bergantung pada beberapa faktor, terutama 

putusan hakim dan kesadaran pihak suami. Hakim memiliki peran strategis 

dalam menafsirkan dan menetapkan besaran serta bentuk pemenuhan hak-

hak istri dalam amar putusan. Perbedaan perspektif dan pertimbangan hakim 

dapat menyebabkan variasi dalam putusan, baik dari segi kelengkapan 

maupun besaran hak yang diberikan. 

Di sisi lain, kesadaran hukum dan itikad baik dari pihak suami juga 

menjadi faktor penentu dalam realisasi hak-hak tersebut. Meskipun 

pengadilan telah menetapkan kewajiban secara jelas, tidak jarang pihak 

suami tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Hal ini 

menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang bersifat normatif belum 

tentu efektif tanpa didukung oleh penegakan hukum yang kuat serta 

kesadaran hukum masyarakat. 

2. Analisis dari Perspektif Perlindungan Hukum 

Dalam teori perlindungan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh 

para ahli hukum, perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan jaminan 

atas hak-hak subjek hukum agar tidak dirugikan, baik secara preventif 

maupun represif. Dalam konteks cerai talak, istri merupakan pihak yang 

secara sosiologis lebih rentan, sehingga memerlukan perlindungan hukum 

yang lebih optimal. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim pada dasarnya telah 

berupaya memberikan perlindungan hukum melalui pencantuman hak-hak 

istri dalam amar putusan, seperti nafkah iddah dan mut’ah. Bahkan dalam 

beberapa kasus, hakim menggunakan kewenangan ex officio untuk 

menetapkan hak-hak tersebut meskipun tidak dimohonkan. Hal ini 

menunjukkan adanya perlindungan hukum yang bersifat progresif. 

Namun demikian, perlindungan hukum tersebut masih cenderung 

bersifat formalitas, karena belum diikuti dengan mekanisme yang efektif 

untuk menjamin pelaksanaannya. Dengan kata lain, perlindungan hukum 

yang diberikan masih berada pada tahap normatif, belum sepenuhnya 

mencapai perlindungan yang bersifat substantif. 

3. Analisis dari Perspektif Keadilan 

Dari perspektif teori keadilan, khususnya keadilan substantif, suatu 

putusan pengadilan tidak hanya harus sesuai dengan hukum tertulis, tetapi 

juga harus mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak. Dalam konteks ini, 

penentuan besaran nafkah iddah dan mut’ah yang relatif kecil menunjukkan 

bahwa keadilan substantif belum sepenuhnya terwujud. 
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Hakim dalam menetapkan jumlah nafkah cenderung 

mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami. Meskipun hal ini dapat 

dibenarkan secara hukum, namun dalam praktiknya seringkali merugikan 

pihak istri, terutama jika suami tidak jujur dalam mengungkapkan kondisi 

ekonominya. Hal ini menyebabkan hak istri yang seharusnya menjadi 

bentuk perlindungan justru tidak memberikan manfaat yang optimal. 

Selain itu, adanya disparitas putusan antar hakim juga menunjukkan 

bahwa prinsip keadilan belum diterapkan secara konsisten. Perbedaan 

pertimbangan dalam kasus yang serupa dapat menimbulkan ketidakpastian 

hukum dan berpotensi merugikan salah satu pihak. 

4. Analisis dari Perspektif Efektivitas Hukum 

Menurut teori efektivitas hukum, suatu aturan hukum dikatakan 

efektif apabila dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan yang diharapkan. 

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa banyak putusan cerai talak yang 

tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak suami. 

Rendahnya tingkat kepatuhan terhadap putusan pengadilan 

menunjukkan bahwa efektivitas hukum dalam perlindungan hak istri masih 

lemah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: 1) Lemahnya 

mekanisme eksekusi putusan, 2) Tidak adanya sanksi yang tegas bagi pihak 

yang tidak melaksanakan putusan, 3) Keterbatasan akses perempuan 

terhadap bantuan hukum. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum 

dalam hal ini belum mampu menjalankan fungsinya secara optimal sebagai 

alat untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban. Analisis dari Perspektif 

Sosiologis Selain faktor hukum, perlindungan hak-hak istri juga dipengaruhi 

oleh faktor sosiologis. Dalam masyarakat masih terdapat budaya patriarki 

yang mempengaruhi posisi perempuan dalam keluarga dan masyarakat. 

Kondisi ini menyebabkan perempuan cenderung berada dalam posisi yang 

lemah, baik secara ekonomi maupun sosial. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa banyak perempuan yang tidak menuntut haknya setelah perceraian, 

meskipun secara hukum mereka berhak atas hal tersebut. Hal ini disebabkan 

oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pengetahuan hukum, keterbatasan 

ekonomi, serta adanya tekanan sosial. Faktor-faktor tersebut menunjukkan 

bahwa perlindungan hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung oleh 

perubahan sosial dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperlukan beberapa upaya untuk 

meningkatkan perlindungan hak-hak istri dalam cerai talak, antara lain: 1) 

Penguatan peran hakim dalam memastikan pemenuhan hak istri, termasuk 

dengan menetapkan mekanisme pembayaran yang jelas dalam amar 

putusan. 2) Peningkatan efektivitas eksekusi putusan melalui regulasi yang 

lebih tegas dan implementatif. 3) Peningkatan akses perempuan terhadap 

bantuan hukum, baik melalui lembaga bantuan hukum maupun program 
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pemerintah. 4) Peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya 

perempuan, agar lebih memahami hak-haknya. 5) Perubahan paradigma 

sosial yang lebih mendukung kesetaraan gender. 

D. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa perlindungan hak-hak istri dalam putusan cerai talak di 

Lampung Utara secara normatif telah memiliki dasar hukum yang memadai. 

Ketentuan mengenai hak istri seperti nafkah iddah, mut’ah, nafkah anak, serta 

pembagian harta bersama telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-

undangan, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam praktik 

peradilan, hakim pada umumnya telah mengakomodasi hak-hak tersebut dalam 

amar putusan, bahkan dalam beberapa kasus menggunakan kewenangan ex 

officio sebagai bentuk perlindungan terhadap pihak istri. 

Namun demikian, secara empiris, efektivitas perlindungan hukum tersebut 

masih belum optimal. Hal ini terlihat dari adanya ketidakkonsistenan dalam 

putusan, terutama terkait besaran dan kelengkapan hak yang diberikan kepada 

istri. Selain itu, rendahnya tingkat pelaksanaan putusan oleh pihak suami 

menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan masih bersifat formal 

dan belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya hak-hak istri secara nyata. 

Kendala utama dalam implementasi perlindungan hak istri meliputi 

lemahnya mekanisme eksekusi putusan, rendahnya kesadaran hukum 

masyarakat, keterbatasan ekonomi, serta faktor sosiologis seperti budaya 

patriarki dan stigma sosial terhadap perempuan pasca perceraian. Faktor-faktor 

tersebut menunjukkan bahwa permasalahan perlindungan hak istri tidak hanya 

berkaitan dengan aspek hukum semata, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi 

sosial dan budaya masyarakat. 

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa perlindungan hak-hak istri 

dalam putusan cerai talak di Lampung Utara masih berada pada tataran 

normatif dan belum sepenuhnya mencapai keadilan substantif. Oleh karena itu, 

diperlukan upaya yang lebih komprehensif, baik melalui penguatan regulasi, 

peningkatan efektivitas penegakan hukum, maupun pemberdayaan perempuan, 

agar perlindungan hukum yang diberikan tidak hanya bersifat formal, tetapi 

juga mampu memberikan manfaat nyata dan berkeadilan bagi perempuan pasca 

perceraian. 
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